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DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JI Harsono AM. Mo, 3 Ragunan
Pazar Minggu, Jakara 12550 Telpon Sentral (021) TE15380, TE154B0
Kotak Pos T214/JKEPM Faksimile (021) TEO425T

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 93/Kpts/SM.110/K/12/03

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN AKREDITASI
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN,

Menimbang . bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menter
Pertanian Nomor 412/Kpts/OT.210/1/2001
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
Menengah di Sekolah Pertanian Pembangunan,
perlu ditetapkan Pedoman Pendirian dan
Akreditasi Sekolah Pertanian Pembangunan
(SPP) dengan Keputusan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian;

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839),
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LUndang-undang Nomoar 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomaor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3858)

Peraturan Pemenntah Nomar 28 Tahun
19490 tentang Pendidikan Menengah
{Lembaran Negara Tahun 1920 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Megara Nomor
3413,

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewanangan Fropinsi Sebagai Daerah
Dtonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Mamor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952,

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Crpanisasi dan
Tata Kena Departemen,

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun
2001 tentang Unit Orpanisasi dan Tugas
Eselon | Departemean;

Keputusan Presiden Nomaor 41/M Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pejabat Esalon
| di Lingkungan Departeman Pertanian,
Keputusan Menter Pertanian Nomaor 01/
Kpts/OT.210/2/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemean Perfanian
Juncto Keputusan Menter Pertanian Momor
354 1/Kpts/OT. 210672001 Tahun 2001;
Keputusan Menteri Pertanian Nomaor 98¢
Kpts/OT 210/2/2001 tentang Kelengkapan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Depariemen Pertanian Juncto Keputusan
Menten Pertanian Nomor 392/Kpts/OT 210/
72001 Tahun 2001;

-~
F



Menetapkan -

KESATU

KEDLIA

10. Keputusan Mentan Pertanian Nomaor 412/
Kpts/OT.210/1/2001 tentang Pedoman
Penyelanggaraan Pendidikan Menengah di
Sekolah Pertanian Pembangunan,

11 Keputusan Menten Pendidikan Masional
Republik Indonesia Nomor 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

12 Keputusan Menteri Pandidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor OB7/U/2002
tentang Akreditasi Sekolah,

13 Keputusan Kepala Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 114/
Kep/DL 210/10/2002 tentang Koordinator
Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)
Negeri/Swasta,

MEMUTUSKAN :

Pedoman Pendinan dan Akreditasi Sekolah
Pertanian Pembangunan (SPP) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan inl.

Pedoman ini dimaksudkan sebagal acuan
dalam pendinan dan akreditasi sekolah
guna meningkatkan mutu panyelenggaraan
sakolah

Dengan ditetapkan  Keputusan ini,
maka Keputusan Kepala Badan Diklat
Pertanian Nomor 20/Kep/DL.120/2/2000
dinyatakan tidak berlaku



KEEMPAT Keputusan ini berdaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dalam Keputusan
ini lerdapal kekeliruan akan dibetulkan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal - 10 Desember 2003

LA BADAN PENGEMBANGAN
ROAYA MANUSIA PERTANIAN,
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\0r SINIS MUNANDAR, MS
A NIP. 080018269
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1.  Menteri Pertanian;

2. Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian;

3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Masional;

4. Para Pejabat Eselon | Lingkup Departemen Peranian;

5  Gubermur di seluruh Indonesia;

6. Penyelenggara SPP di seluruh Indonesia;

7. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten lingkup Perianian di
seluruh Indonesia;

8, Koordinator SPP MNegen/Swasta di seluruh Indonesia,

9. Kepala S5PP di seluruh Indonesia.

SKakred



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

Nomor : 83/Kpts/SM 110/KA12/03
Tanggal : 10 Desember 2003

PEDOMAN PENDIRIAN DAN AKREDITASI SEKOLAH
PERTANIAN PEMBANGUNAN

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) adalah lembaga
pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah yang
bertujuan untuk manghasilkan sumbardaya manusia partanian
profesional dan mampu melakukan usaha perianian. Sejalan
dengan semangat otonomi, Penyelenggara SPP dibadakan
atas dua macam yaitu SPP yang diselenggarakan oleh
Pemernintah Daerah (Propinsi'abupaten/iota) dan SPFP yang
diselenggarakan oleh Yayasan

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan di SPPF, Badan Pengembangan SOM Pertanian
mengadakan pembinaan teknis dan program secara ferencana
dan teratur melalui kegiatan penilaian sekolah (akreditasi),
Melalu akreditasi ini diharapkan kemampuan SPP meningkat
dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan kurkulum SPP



B.

Kegiatan ini dilakukan mengacu kepada Keputusan Menten
Pertanian Nomor 412/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di
SPP

Agar kegiatan akreditasi sekolah dapat berdangsung efakhf
dan efisien, maka perlu disusun pedoman pendirian dan
akreditasi SPP.

Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Pelaksanaan
Akreditasi Sekolah ialah sebagai acuan dalam mendirikan dan
melaksanakan akreditasi pendidikan di SPP.

PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemean Peranian;

2. Badan adalah Badan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian,

3. Pusat adalah Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian;

4. Dinas adalah Dinas ingkup pertanian (Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkabunan, Petemakan, Penkanan);

5 Sekolah adalah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP);

6. Koordinator adalah Sekolah yang ditunjuk sebagai
Koordinator penyelenggaraan pendidikan perianian di
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sekolah dalam suatu wilayah tertentu dalam
Penyelenggaraan Administrasi dan Teknis Pendidikan
Sekolah,

7. Penyelenggara Sekolah adalah Pameniiah Propins: dany
atau Kabupaten/Kota dan atau Yayasan/Lembaga Swasta
berbadan hukum yang bertanggung |jawab atas
penyslenggaraan sekolah;

8 Program Stud| adalah program pembelajaran yang
dikembangkan di sekolah;

B Likwdasi adalah pencabulan surat keputusan pendirian
atau surat keputusan pembukaan program studi atau status
akreditasi pada Sekolah oleh penyelenggara Sekolah
satelah mendapatkan rekomendasi darl Pusal

lll. PENDIRIAN SEKOLAH

A Ketentuan Umum
1 Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah
baru oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau
Lembapga Masyarakat yang berbadan hukum
2 Pendirian sekolah didasarkan atas
a8 Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh
pendidikan; dan
b Rencana pengembangan secara lokal regional
dan nasional,




B. Persyaratan Pendirian Sekolah

1

Parsyaratan pendirian sakolah maliputi

Fwo @ an Fp

Hasil studi kelayakan,

Rencana induk pangembangan sekolah (RIPS)
Sumber pasana didik;

Tenaga pendidikan;

Kurikulum/program kegiatan belajar

Sumber pembiayaan,

Sarana dan prasarana,

Panyalanggara sekolah

Studi kelayakan pandirian sekolah banisi
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Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah,
Bentuk dan nama sekolah,

Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
Sumber pasarta didik,

Guru dan tenaga kependidikan lainnya serta
rancana pengembangannya;

Sumber pembiayaan salama lima tahun yang
meliputi biaya investasi penyelenggaraan,
operasional dan proyeksi aliran dana;
Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan
pendidikan;

Peta pendidikan;

Kesimpulan stud kelayakan



3. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah
untuk jangka wakiu sekurang-kurangnya lima tahun dan
disusun berdasarkan hasil studi kelayakan
RIPS memuat maten pokok komponen sabagai
berikut !
Visi dan misi
Kurikulbum
Peseria didik
Kelenagaan
Sarana dan prasarana
Organisasi
Pembiayaan
Manajemen sekolah

T O N T M|
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Feranserta masyarakat
Rencana pentahapan pelaksanaan

o

4. Persyaratan minimum mengenai sumber pesana didik,
tenaga kependidéan, dan tenaga non kependidikan untuk
Sekolah Pertanian Pembangunan sebagai berkut
a Calon pesertadidik : 20anaktamatan SLTP/

Sederajad;



b. Tenaga Kependidikan

- 1 orang Kepala Sekolah
1 orang Guru tamatan =1, sesual dengan
bidangnya untuk sebap mata pelajaran;
Z orang Guru tamatan 51, (atau DIl untuk
bidang tertentu) sesual dengan program
keahhlian yang dibuks;

- 1 orang Guru bimbingan/konseling tamatan
51 sesuai latar baelakang pendidikannya,

¢, Tenaga Mon Kependidikan
= 1 orang penjaga sekolah;
- 1orangpetugas TU

C. Tatacara Pendirian Sekolah
1. Tatacara pendirian sekolah meliputi langkah-langkah
sebagai benkut
a. Pendiri sekclah bersama dengan Koordinator
barkonsultasi dengan Dinas Provinsi danfatau
Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan dan
melaksanakan studi kelayakan pendinan sekolah
dan pembukaan program studi periama.
b. Hasil studi kelayakan yang telah direkomendaskan
Dinas cleh Koordinator disampaikan kepada Badan
Pangembangan Sumber Daya Manusia Pertanian



melalui Fusat unfuk mendapatkan persetujuan
pendinan sekalah dan pembukaan program studi
partama.

c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Faertanian malalui Pusat mengevaluas: dan
menetapkan kelayakan pendinan sekolah dan
peémbukaan program studi pertama dengan
pemberian Grade [ kepada penyelengogara
sekolah

d Penyelenggara sakolah dapat memulai
pembelajaran di sekolah setelah mendapat
persetujuan Grade O

2. Kelengkapan persyaratan pendirian dan pembukaan
program studi partama, adalah

a Proposal yang memuat
- Latar belakang pendirian sekolah dan

pembukaan program studi.

Tujuan yang akan dicapai

Faktor pendukung dan faktor pembatas
meliputi

jumilah calon peseria didik, tenaga pendidik,
sarana dan prasarana, serta pendanaan,

b Surat Rekomendasi dari Dinas Provinsi dan/alau
Kabupaten/Kota tentang kelayakan sakolah untu.

mengembangkan program studi



c. Surat pernyataan bermaterai yang cukup darni
penyelenggara sekolah tentang penyediaan biaya
operasional pendidikan dan kejelasan sumber dana

d. Surat pemyataan penyelanggara sakolah tentang
kesedisan memenuhimematuhi kelentuan yang
ditetapkan oleh Departemen mengenal
penyelenggaraan sekolah.

Setelah memenuhi prosedur dan persyaratan
tersebut Pusat merekomendasikan surat pendirian
sakolah dan pembukaan program studi. Peninjauan
kambal terhadap sekolah dengan Grade D dapat
dilakeanakan setelah proses pembelajaran

berangsung selama minimal satu tahun.

D. Pembukaan Program Studi Kedua dan Seterusnya

Pembukaan program studi kedua dan seterusnya oleh

sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan
ientang FPembukaan Program Studi. Prosedur untuk
membuka program studi kedua dan seterusnya tersebut
sebagai benkut .

1.

Penyelenggara sekolah berkonsuitasi dengan Dinas
Provinsi danfatau HKabupaten/Kota untuk
memparsiapkan stud) kelayakan.

Haszil studi kelayakan yang lelah direkomendasikan
Dinas oleh Koordinator disampaikan kepada Pusat



untuk mendapatkan persetujuan pembukaan program
stud kedua dan seterusnya
3 Pusal mengevaluasi dan menetapkan kelayakan
pembukaan program shudi kedua dan setenusnya dengan
pembenan Grade D kepada penyelenggara sekolah
4 Penyelenggara sekolah dapat memula: pembelsjaran
di sekolah setelah mendapal persetujuan Grade D
Kelengkapan persyaratan pembukaan program studi
kedua dan seterusnya. lerdin atas
1 Proposal yang memuat
- Latar belakang pendinan sekolah dan pembukaan
program stud
= Tujuan yang akan dicapal
- Faktor pendukung dan faktor pembatas yang
meliputi . jumiah calon peserta didik, tenaga
pandidik, sarana dan prasarana. serta pendanaan
2. Suratl pernyataan bermatera) yang cukup dari
penyelenggara sekolah tentang penyediaan biava
operasional, pendidikan dan kejelasan sumber dana
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kata tentang kelayakan pembukaan
program studi lainnya
Sekolah diperbolehkan membuka maksimum 4 (empat)
program stud| dengan ketentuan maksimum 2 (dua)

program studi dengan jenjang Grade D



. AKREDITASI

A, HKetentuan Umum

Akreditas) Sekolah merupakan proses pangakuan

kualfikasi program studi melalw pengukuran dan penilaian
kinera Sekolah dengan menggunakan perangkat yang telah
ditetapkan. Froses tersebut dilakukan oleh Tim Akreditasi
Sehkolah Pusat dengan mempertimbangakan rekomandasi
Dinas, Koordinator dan Penyelenggara sekolah.

Tujuan
Tujuan pelaksanaan akreditasi sakolah adalah

1

Memperoleh gambaran kinerja sakolah yang dapat
digunakan sebagai alat pembinaan dan
pengembangan serta peningkatan mutu pendidikan.
Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam
menyalenggarakan pelayanan pendidikan
Menyediakan informasi vang akurat kepada masyarakat
tentang mutu suatu sekalah.

Memberikan masukan kepada pihak yang memeriukan
untuk bahan pembinaan dan peningkatan mutu layanan
sekolah

10



. Manfaat

Manfaat Akreditasi adalah sebagai barikut

1 Sebagaiumpan balik untuk sekolah yang bersangkutan

2. Memudahkan pengouna tenaga kerna dalam meamilh
dan merekrut calon tenaga yang dibutuhkan

3 Sebagal acuan Pemerintah/Departemen dalam
pembinaan dan pengembangan sekolah yang
barkelanjuian

. Sasaran

Sasaran Akreditasi adalah sekolah Negan dan Swasta

yang mamanuhi parsyaratan

. Ruang Lingkup

Ruang ingkup Akreditasi maliput
a  Organisasi dan Manajemean
Struktur Organisas:
Peraturan dan tata tertib
- Program sekolah
- Wewanang dan tanggung jawab
- Rapat Sekolah
Pendanaan

b.  Kunkulum dan Kegiatan Belajar Mengagar (KBM)
- Persiapan Kegiatan Belajar Mengajar

11



Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar
Evaluasi Hasil Belajar

Fasiltas

Analisis Kebutuhan

Kesesuaan, kelersediaan, dan pemanfaatan

Ferawatan, perbaikan, dan pengembangan

Ketenagaan

=

Tenaga Kependidikan
Tenaga Adminisirasi

Pembinaan dan Pengembangan ketenagaan

Siswa dan Tamatan

Animo mamasuki program studi
Kadisiplinan

Kegiatan ekstrakunkuler

Angka drop out

Keterserapan tamatan

Alummni,

Fengembangan Unit Usaha Sekolah

-

Perencanaan
Pelaksanaan
Permodalan
Pemanfaatan unit usaha



f  Hubungan Kerjasama Sekolah
Data potens: dunia usaha
Mitra karja
Hubungan guru, siswa dan masyarakat

g Lingkungan Sekolah
Keteriban, keamanan, kebersihan, keindahan
= Lingkungan pertanian dan lingkungan kehidupan

asrama

h  Administrasi
- administrasi kapendidikan dan kesiswaan
administrasi parkantoran

F. Sistem Akreditasi

Akreditasi sekolah menggunakan sistem pandakatan
Contex, input, proses, output dan outcome. Contex
adalah keterkaitan lingkungan ekstemal sekolah yang
mempengaruhi kegiatan pendidikan di sekolah,. Lingkungan
ekstemnal tersebut antara lain kebijakan pemenntah, peran
serta masyarakat, perkembangan lapangan kera

Input adalah segala sumberdaya dan instrumen
penyalenggaraan yang dipariukan untuk berlangsungnya
proses pendidikan. Input sekolah terdin atas kunkulum,
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peserta didik, tenaga pendidikan, fasilitas, organisas:,
ingtrumen penyelenggaraan dan pendanaan. Proses
adalah semua kegatan yang merubah input menjadi output.
Proses tersebut meliputi panyelanggaraan kelembagaan,
penyelenggaiaan program studi, penyelenggaraan KBM
optr ‘shsasi pemanfaatan sumberdaya, penyelenggaraan
urit produks), penyelenggaraan ingkungan dan pembinaan
kegiatan ekstra kurikuler. Qutput adalah tamatan
berdasarkan kuantitas dan kualitas. Outcome adalah
manfaat hasid bedajar tamatan sekolah dalam pngka pendex
dan jangka panjang

Pembobotan komponen akreditas: didasarkan pada
Key Result Area dan Key Behavior Area. artinya bobaot
didasarkan pada pentingnya peran komponen lersebut
didalam keseluruhan aspek penyelenggaraan pandidikan
di sekolah. Key Result Area adalah komponen-Komponen
yang menggambarkan kunci kebarhasilan sekolah antara
lain, pangakuan masyarakat ierhadap kompatensi famatan
yang diwujudkan dalam penyerapan tamatan. Key Behavior
Area adalah bidang atau aspek-aspek perilaku dalam
kegiatan sekolah yang merupakan faktor yang signifikan
dalam menentukan pencapaian tujuan sekolah, saperti
organisasi dan manajemen sekolah, tenaga kependidikan
dan fasilitas

14



G. Perolehan Grade Akreditasi

1.

Persyaratan Perolehan Grade Akreditasi
Persyaraian perclehan Grade Akreditasi adalah

Sekolah mengajukan proposal berupa usulan

rancangan kegialan yang memuat

a. Latar belakang stalus/grade,

b. Tujuan yang akan dicapai.

c. Faktor pendukung dan fakior pembatas, yang
meliputi : jumlah calon peserta didik, tenaga
pendidik, sarana dan prasarana serla pendanaan;
Usulan Proposal Perolehan Grade Akreditasi

dilengkapi dengan

8. Rekomendasi positif dari Dinas Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Koordinator

b. Rekapitulasi biodata guru tetap, guru tidak tetap dan
tenaga administrasi yang dilengkapi dengan salinan
surat pengangkatan/penunjukkan. Tenaga
administrasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) crang
urituk 1 [satu) program siudi, 4 [empal) orang
untuk 2 (dua) program studi dan 5 (kma) orang wntuk
3 (tiga) program studi.

c. Rekapitulasi sarana/prasarana yang mendukung
dan menjamin kelancaran Penyelenggaraan
pendidikan dan proses belajar sesuai ketentuan

yang beraku
13




d. Perkembangan animo siswa 3 (liga) tahun erakhir
dan data kenaikan tingkat dan kelulusan ujian akhir
3 (tiga) tahun terakhir

e. Laporan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi
. pelaksanaan kurkulum, pelaksanaan kegiatan
prases belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan
ekstrakurikuler

f. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS) untuk tahun ajaran yang sedang
beralan dan tahun berikutnya yang disetujui oleh

penyelenggara sekolah.
g. Salinan Surat Persetujuan Pendirian Sekolah dan

Fembukaan Program Studi, dan salinan status/
grade akreditasi yang dimiliki dan masih berdaku.

2. Perubahan, Penilaian dan Penetapan Grade
Akreditasi
d. Perubahan grade akreditasi dapat dilakukan 1
(satu) atau 2 (dua) tingkat ke atas dan 1 (satu)
tingkat ke bawah. Perubahan grade akreditasi satu
tingkat ke bawah dilakukan setelah sekolah yang
bersangkutan memperoleh penngatan 2 (dua) kali
berturut-turut dar Pusat
b. Penilaian ulang grade akreditasi dilakukan paling
lambat setiap 4 (empat) tahun sejak diperoleh grade

16



akreditas), kecual untuk grade D maksimal 2 (dua)
tahun

c. Hasil penilaian ulang dapat berupa peningkatan
grade/penurunan grade /tetap pada grade semula
atau likuidasi

d. Penetapan dan pencabutan grade akreditasi
dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan
rekomendasi dan Koordinator, dengan tembusan
kepada Pemenntah Provinsi dan/atau Pemernintah
Kabupaten'Kota.

€. Dengan memperhatikan Keputusan Kepala Badan
tentang Status Akreditasi yang baru, lebih lanjut
penyelenggara sekolah dapat mempublikasikan
Keputusan Perubahan Grade Sekolah kepada
masyarakat,

3.  Tim Akreditasi Sekolah
a. Tim Akreditasi Sekolah terdiri atas Tim Akreditasi
Sekolah Wilayah yang disingkat TAS Wilayah dan
Tim Akreditasi Sekolah Pusal yang disingkat TAS
Pusat,
b, Tim Akreditasi Sekolah Pusat dibentuk dan
ditetapkan oleh Kepala Pusat .

Tim Akreditasi Sekolah Wilayah dibentuk dan
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dgitetapkan oleh Koordinator setelah mandapatkan
persetujuan dari Kepala Dinas Provinsi danfatau
Kabupaten/Kota. Tim Akreditasi Sskolah Wilayah terdiri
atas unsur-unsur Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/
Kola dan Koordinator serta Stake Holder
a. Tugas dan Fungsi

1) Tim Akraditasi Sekolah Pusat

mangatur seluruh kegiatan akreditasi
sekolah pada tingkat nasional

menilai tahap akhir kelayakan lapangan
untuk perolehan Grade A dan B

menilai berkas usulan paningkatan jen@ng
suatu sekolah

meambahas dan melaporkan hasil penilaian
menetapkan hasi penilaian

Z2] Tim Akreditas: Sekolah Wilayah .

menilai awal dan akhir terhadap kelayakan
pendirian sekolah, pembukaan program
studi dan jenjang akreditasi suatu sekolah
berdasarkan @ kelayakan proposal,
kelengkapan dan keabsahan dokuman
usulan; kelayakan kondisi lapangan.

menilai akhir kelayakan kondisi [apangan
suatu program studi sekolah yang akan
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ditetapkan jenjang akreditasinya bersama
dangan TAS Pusat
menilai ulang kelayakan kondisi lapangan
jenjang akreditasi suatu sekolah barsama
dengan TAS Pusat

- membusat laporan hasil panilaian yang
dilampin perangkal penilaian/akreditasi
sekolah dan disampaikan kepada
Koordmator untuk diindaklanjuti,
mengusulkan pemberian/pencabutan
surat persetujuan atau sural perolehan
grade suatu sekolah disampaikan kepada
Pusat untuk ditindakianjuti
Menyampaikan butir 5) kepada Koordinator
secara fertulis wuniuk mendapat
rekomendasi dan disampaikan kepada
Kepala Badan melalw Kepala Pusat untuk
proses panetapan pamberan/panurunan
jenjang akreditasi,

M Peringkat Dan Kewenangan Sekolah
1. Peringkat
Panngkat akreditasi adalah kualifikasi yang dibenkan
kepada sekolah berdasarkan hasil penilaian dengan
tingkat penjenjangan sebagai berikut
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& (Amal baik)
B (Baik)
C (Cukup)
D (Tidak terakreditasi)
Kriteria kualifikasi jpnjang akreditas program studi
suatu sekolah adalah sebagai benkut
A (Amat baik) Skor 9001 s.d. 10.000
Minimal 60% komponen harus
mendapatkan nilai maksimal
Kriteria A (amat baik) terdini atas 3 tingkat, dengan kritena
sebagai berikut .
Ar Skor 8001 s.d. 10.000
Skar ketercapaian target
kurikulum 91% s.d. 94%
A Skor 9001 s.d. 10.000
Skor ketercapailan target
kurikulum 95% s.d. 98%
AT Skor 9001 s.d. 10.000
Skor ketercapalan targel
kurikulum 99% s.d. 100%
B (Baik) Skor 7001 =.d. 9000
C (Cukup) Skor 5001 s.d. 7000
D (Tidak terakreditasi)
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' G. Kewenangan

Pada setiap jenjang akreditasi sekolah akan dibenkan

wewenang dengan kelentuan sebagal benkut

Grade A (Amat baik) diberikan wewenang :

1) sebagai tempat percontohan/model dalam
pengambangan suatu produk atau system bagi
sekolah sekitarnya dalam hal manajerdal dan teknis
sesual dengan program studinya

2} menyelenggarakan peiathan bag masyarakat

3) menyelenggarakan ujian. mengevaluasi hasil ujian,
dan melaporkan hasil ujian ke Pusat

4) menyelenggarakan uji kompetemnsi bekerjasama
dengan lembaga profesi yang terkait/'sesuai dengan
program studi yang diujikan

5} menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar reguler

B8] berhak ditunjuk seébagal koordinator.

Grade B (Baik) diberikan wewenang :

1) menyalengoarakan ujian, mengevaluasi hasil ujian,
dan melaporkan hasil ujian ke Pusat

Z) menyelenggarakan uji kompetensi bekenasama
dengan iembaga profesi yang terkait'secua dangan
program studi yang diujikan

3) menyelanggarakan Prosas Belajar Mengajar regulier

4) barhak ditunjuk sebagai koordinator,
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. Grade C [Cukup) diberikan wewenang :
1)  menyelenggarakan ujian
2] menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar reguler
3) dapat ditunjuk sabagal koordinalor apabila disuatu
wilayah paling tinggi jenjang akreditasi Grade C

d. Grade D (Tidak terakreditasi) :

Grade D diberikan kepada sekolah yang baru
berdin dan pembukaan program studi baru dan
dibenkan kewenangan untuk
1) penyelenggaraan ujian menginduk kepada sekolah

berkualifikasi A dan B
2) menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar

reguier.
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